ABSTRAK

Dasar hukum tentang penertiban kegiatan pengemis dan pengamen di
Kabupaten Sampang secara khusus terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal
28, dimana Pengaturan perihal Penegakan Hukum maupun penerapan Sanksi
terhadap kegiatan pengemisan dan pengamen tidak jelas dan tidak Sinkron dengan
undang undang diatasnya yang jauh lebih detail mengenai usaha usaha apa saja
yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kegiatan
tersebut, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya serta tidak menimbulkan efek
jera kepada pelaku kegiatan tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian
ini adalah : yang pertama, Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan hukum
terhadap pengemis dan pengamen yang ada di Traffic Light Kota Sampang. Yang
kedua, Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah kabupaten sampang dalam
menertibkan kegiatan pengemis dan pengamen di Traffic Light Kota Sampang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris. Kemudian hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah : pertama,
beberapa faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum dan penerapan sanksi
yang lemah terhadap kegiatan pengemis dan pengamen di traffic light kota
sampang ini adalah penegakan dari instansi yang lemah dan tidak detailnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Kabupaten Sampang dalam penegakan
hukum dan penerapan sanksinya. Yang kedua, apabila pemerintah Kabupaten
Sampang dalam membentuk Peraturan Daerah yang sinkron dan detail dengan
peraturan diatasnya mengenai penanggulangan pengemis dan pengamen maka
akan tercipta harmonisasi hukum dan peraturan tersebut akan saling melengkapi,
dan apabila instansi yang bertanggung jawab akan penanggulangan tersebut
memiliki insiatif menggunakan peraturan yang jauh lebih detail maka lebih baik
pula penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap penanggulangan pengemis
dan pengamen tersebut.
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